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 Lampiran 3: Pengumpulan Data 
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 Lampiran 5: Contoh Laporan PBB 

 

Lampiran  5. Contoh Laporan PBB 

 

  



 
 

94 
 

 Lampiran 6: Data Wawancara Dengan Perangkat Desa 

a. Wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) 

No Pertanyaan Jawaban Catatan 

1 Bagaimana prosedur 

monitoring Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) di 

Desa Awiluar saat ini? 

Proses monitoring masih 

dilakukan secara 

manual. Data 

dikumpulkan dari 

Kepala Dusun dalam 

bentuk catatan kertas, 

lalu direkap 

menggunakan Excel 

sederhana. 

Sistem manual, 

belum ada 

integrasi. 

2 Media atau alat apa yang 

digunakan dalam proses 

pencatatan dan pelaporan 

PBB? 

Buku tulis, lembar 

catatan, dan file Excel 

sederhana. 

Tidak ada aplikasi 

khusus. 

3 Kendala apa saja yang 

sering muncul dalam 

proses pengelolaan dan 

pelaporan PBB? 

Sulit memantau 

pembayaran secara real-

time, rawan kehilangan 

data, rekap memakan 

waktu lama, dan sering 

terjadi kesalahan input. 

Data tidak 

terstruktur dengan 

baik. 

4 Apakah ada format khusus 

yang digunakan untuk 

rekapitulasi data PBB? 

Ya, menggunakan 

format Excel sederhana 

berdasarkan dusun. 

Format dibuat 

sendiri oleh 

Sekdes. 

5 Bagaimana proses 

distribusi SPPT kepada 

wajib pajak? 

SPPT diterima dari 

kecamatan, lalu 

dibagikan kepada 

Kepala Dusun untuk 

diteruskan ke warga. 

Distribusi manual. 
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No Pertanyaan Jawaban Catatan 

6 Berapa lama waktu yang 

dibutuhkan dari 

pengumpulan data hingga 

pembuatan laporan PBB 

tahunan? 

Bisa memakan waktu 

beberapa minggu karena 

harus menunggu laporan 

dari semua dusun. 

Tergantung 

kelengkapan 

laporan dusun. 

7 Apakah data PBB sudah 

terdigitalisasi atau masih 

dalam bentuk 

fisik/manual? 

Sebagian besar masih 

fisik/manual, hanya 

sebagian data yang 

diketik di Excel. 

Digitalisasi belum 

optimal. 

8 Apa harapan atau 

kebutuhan desa terhadap 

sistem monitoring PBB 

yang lebih modern? 

Sistem yang bisa 

memantau pembayaran 

secara real-time, 

terintegrasi antar dusun, 

dan dapat mencetak 

laporan otomatis. 

Efisiensi & 

transparansi. 

9 Siapa saja yang biasanya 

terlibat langsung dalam 

proses monitoring dan 

pelaporan PBB? 

Sekdes, Kepala Dusun, 

dan petugas PBB di 

tingkat desa. 

Peran utama di 

Sekdes & Kadus. 

10 Bagaimana proses 

pelaporan PBB dari 

Kepala Dusun ke Sekdes 

saat ini? 

Kepala Dusun 

menyerahkan catatan 

pembayaran ke Sekdes 

secara manual setiap 

akhir periode pelaporan. 

Tidak ada sistem 

online. 

Lampiran  6. Tabel Wawancara Sekretaris Desa 

b. Wawancara dengan Kepala Dusun (Kadus) 

No Pertanyaan Jawaban Catatan 

1 Bagaimana proses 

penerimaan pembayaran 

Warga membayar 

langsung ke Kepala 

Dusun, kemudian 

Pembayaran tunai. 
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No Pertanyaan Jawaban Catatan 

PBB dari warga di dusun 

Anda? 

dicatat di buku 

penerimaan. 

2 Apakah pencatatan 

pembayaran dilakukan 

secara manual atau 

menggunakan perangkat 

digital? 

Manual di buku tulis, 

lalu kadang direkap di 

Excel. 

Tidak ada aplikasi. 

3 Kendala apa yang sering 

dihadapi dalam 

pengumpulan data 

pembayaran PBB? 

Warga yang telat bayar, 

data pembayaran tidak 

langsung tersampaikan 

ke Sekdes, dan risiko 

catatan hilang. 

Pengumpulan 

tidak real-time. 

4 Seberapa sering laporan 

PBB disampaikan kepada 

Sekretaris Desa? 

Umumnya setiap bulan 

atau menjelang akhir 

periode pelaporan. 

Bergantung 

kecepatan warga 

membayar. 

5 Apakah pernah terjadi data 

hilang atau tidak sinkron 

antara catatan Kadus dan 

Sekdes? 

Pernah, terutama jika 

ada kesalahan 

pencatatan atau kertas 

hilang. 

Perlu sistem 

terintegrasi. 

6 Bagaimana Anda 

memastikan semua wajib 

pajak di dusun Anda 

menerima SPPT? 

Dibagikan langsung ke 

rumah warga atau saat 

pertemuan RT. 

Manual. 

7 Apakah ada upaya 

pengarsipan data PBB di 

dusun masing-masing? 

Ya, disimpan di arsip 

dusun tetapi masih 

berbentuk fisik. 

Tidak ada backup 

digital. 

8 Bagaimana cara Anda 

menginformasikan status 

pembayaran kepada 

warga? 

Disampaikan langsung 

saat bertemu warga atau 

melalui pengumuman di 

pertemuan warga. 

Tidak ada 

notifikasi 

otomatis. 
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No Pertanyaan Jawaban Catatan 

9 Menurut Anda, fitur apa 

saja yang harus ada jika 

dibuat sistem monitoring 

PBB berbasis komputer? 

Input data pembayaran, 

pengecekan status 

bayar, rekap otomatis, 

dan laporan cetak. 

Harus mudah 

digunakan. 

10 Bagaimana pendapat Anda 

jika sistem ini 

diintegrasikan dengan 

seluruh dusun secara real-

time? 

Sangat membantu dan 

mempermudah 

pelaporan ke desa. 

Setuju, asalkan 

ada pelatihan. 

Lampiran  7. Tabel Wawancara Kepala Dusun 

c. Wawancara dengan Kepala Desa 

No Pertanyaan Jawaban Catatan 

1 Bagaimana Anda 

memantau kinerja 

pengelolaan PBB di desa? 

Melihat laporan dari 

Sekdes setiap periode 

pelaporan. 

Data masih 

manual. 

2 Data atau laporan apa yang 

paling dibutuhkan untuk 

pengambilan keputusan 

terkait PBB? 

Rekap jumlah wajib 

pajak, jumlah yang 

sudah bayar, dan yang 

belum bayar per dusun. 

Data akurat sangat 

penting. 

3 Apakah laporan yang 

diterima saat ini sudah 

cukup akurat dan tepat 

waktu? 

Cukup akurat, tapi 

sering terlambat. 

Perlu percepatan 

pelaporan. 

4 Kendala apa yang sering 

Anda hadapi saat 

mengevaluasi kinerja 

PBB? 

Keterlambatan laporan 

dan tidak adanya data 

real-time. 

Hambatan di level 

pengumpulan 

data. 

5 Apakah pernah ada target 

atau standar capaian 

pembayaran PBB di desa? 

Ya, target capaian 100% 

setiap tahun. 

Sering tidak 

tercapai tepat 

waktu. 
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No Pertanyaan Jawaban Catatan 

6 Bagaimana proses 

pelaporan PBB dari Sekdes 

kepada Anda? 

Disampaikan dalam 

bentuk laporan cetak 

atau Excel sederhana. 

Manual. 

7 Menurut Anda, apakah 

sistem monitoring PBB 

berbasis komputer akan 

membantu kinerja desa? 

Ya, akan mempercepat, 

mempermudah, dan 

membuat laporan lebih 

akurat. 

Sangat 

dibutuhkan. 

8 Fitur atau informasi apa 

yang paling penting bagi 

Kepala Desa dalam sistem 

tersebut? 

Rekap pembayaran per 

dusun, status bayar per 

warga, dan capaian 

persentase. 

Visualisasi data 

akan membantu. 

9 Apakah ada rencana desa 

untuk mengembangkan 

sistem informasi pajak di 

masa depan? 

Ada, jika ada dukungan 

anggaran dan pelatihan. 

Perlu perencanaan 

matang. 

10 Apa harapan Anda 

terhadap penerapan sistem 

monitoring PBB yang 

terintegrasi? 

Meningkatkan efisiensi, 

transparansi, dan 

capaian pembayaran 

PBB. 

Harapan besar 

untuk realisasi. 

Lampiran  8. Tabel Wawancara Kepala Desa 

 

 

  


